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RINGKASAN SKRIPSI

Pada masa krisis ekonomi yang dialami oleh berbagai negara didunia
termasuk bangsa Indonesia mengakibatkan banysk para pengusaha yang gulung tikar
terutama perusahaan yang bahan baku untuk memproduksi suatu barang masih impor.
Sehingga secara otomatis menimbulkan banyak permasalahan hukum yaitu
khususnya dibidang perdata ekonomi yaitu banyaknya kredit macet dan banyaknya
perusahaan yang dilikuidasi karena mengalami kerugian. Banyakunya kredit macet
erat kaitanya dengan keadaan pailit suatu perusahaan.

Putusan pailit ditujukan oleh para kreditur yang ditujukan kepada debitur yang
tidek membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
Permohonan ini ditujukan pada Hakim Pengadilan Niaga yang nantinya bisa diterima
atan ditolak oleh hakim dalam bentuk putusan hakim. Tujuan kepailitan adalah agar
dileksanakan suatu sitasn atan eksekusi aias seluruh harta kekayaan debitur untuk
kepentingan semua krediturnya, dan diharapkan diperoleh pembagian yang adil
diantara para kreditor menurut imbangan jumlah tagihan msing-masing.

Debitur yang dapat dimohonkan pailit adalah tiap orang tidak peduli apakah Ia
menjalankan perusahaan atau tidak, perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan
hukum misalnya Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas ini merupaka perkumpulan
orang-orang penanam modal dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha untuk
mendapatkan nntung, jika usaha yang dijalankan selalu mengalami kerugian maka
tidak perlu dipertahankan lagi yang akhimya diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham untuk membubarkan atau melikuidasi perseroan tersebut.

Terjadinya putusan likuidasi ini menimbulkan permasalshan hukum
khususnya mengenai pemberesan harta kekayaan perusahaan. Sehingga pelaksanaan
likvidasi ini harus ditunjuk seorang likuidator yang dipercaya untuk melaksanakan
proses likuidasi hingga tuntas fermasuk membayar hutang-hutang perusahaan
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terhadap para krediturnya serta melaporkan pada menteri Kehakiman untuk didaftar
pada daftar perusahaan bahwasanya perseroanya telah dilikuidasi.

Selama proses likuidasi bukan berarti perseroan tidak bisa melakukan
perbuatan hukum hanya saja perbuatan hukum itu dibatasi hanya untuk kegiatan
pemberesan harta kekayaan yaitu pembayaran hutang dan sisa aset perseroan yang
ada dibagi pada para pemegang saham. Jika dalam proses likuidasi ini tidak bisa
gelesai dengan tuntas maka penanggung jawab penuh adalah likuidatornya. Putusan
Pailit perseroan ini berlaku efektif 30 hari terhitung sejak diputuskanya likuidasi.
Kurang dari 30 hari tidak berlaku mutlak bagi pihak ketiga dan pihak ketiga wajib
diberitahu lewat surat khusus agar pibak ketiga segera melakukan tagihan atas utang
dari pihak debitur. Kreditur yang belum terbayar dan likuidator menunjukan
ketidakmampuan membayar hutang-hutangnya maka bisa digugat di Pengadilan
Niaga untuk dimintakan pernyataan Pailit demi keamanan pihak kreditur agar tidak
terlalu dirugikan.

Niii
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sewrmg dengan lajn pertumbuban perekonomian negara yang semakin pesat,
masalah permodalan merupakan suatu hal yang sangat dibutubkan oleh para
pengusaha sebab modal merupakan suatu sarana untuk pengembangan dan kemajuan
usaha mereka. Tambahan modal bisa diperoleh dari lembaga keuangan bukan bank
mavpun bank. Akibat hubungan pemberian kredil ini sering terjadi suatn masalah
yaitu pihak debitur karena suatu hai tidak bisa membayar hutang -hitangnya dengan
kata lain berada dalam keadaan berhenti membayar pada saat yang telah ditentukan
bersama, berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan .

Keadaan bedhenti membayar dari debitur disebabkan oleh beberapa fakior
yang antara lain terjadi karena perusahaan yang dikelola selaln mengalami kerngian
sehingga setelah jatuh tempo tidak bisa membayar. Bila terjadi hai yang demikaian
maka jalur hukum yang dapat ditempub oleh pihak kreditur adalah memchon
permyataan pailit. Permohonan ini ditwjukan pada hakim pengadiian niaga yang
nantinya bisa diterima stau ditolak dalam bentuk putusan hakim Tujuan diadakanya
kepailitan adalah agar dapat dilaksanakan suatn sitaan atan eksekusi atas seluruh harta
kekayasn debitur untuk kepentingan semua krediturnya Adanya putusan pailit
diharapkan akan dipereleh pembagian yang adil diantara para krediter menurut
imbangan jumiah tagihan masing-masing. Putusan pailit dari hakim im ditujukan
hanya pada debitur yang mempunyai dua atau lebik kreditur dan tidak membayar
sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Peikenibangan masysiakai yang cepat selalu diikuti dengan perkembangan
masalah dunia uwsaha khususnya masalah kepailitan. Pernyataan pailit ini timbul
karena pengajuan para kreditur yang ditujukan pada debitur wanprestasi. Anehnya
pada kasus pernyataan pailit ini ditwjukan pada debitur yang telah bubar dan

o .
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diitknidasi feriebib dabuin padahai masih banyak tanggungan hutang terhadap para

p—

kreditur yang belum terselesaikan dan sudah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan
yang telah dibuat antara pihak kreditur dan pihak debitur. Terjadinya pristiwa
semacain i mengakibatkan pihak kreditur meugajukan permobonan pada hakim
Pengadilan Niaga agar debitur dinyatakan pailit . Membaca uraian latar belakang
masaiah diatas menjadi dasar bagi penyusun dalam menyusun skripsi dengan
engambil judul | “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGAJUAN PAILIT
LEH KREDITURTERHADAP DEBITUR YANG TELAH DILIKUIDAST”.

&8

e

1.2 Runang Lingkup

Peinberian batasan pengertian judul dimaksudkan agar pembahasannya tidak
lerlalu luas dan melebar, schingga mengakibatkan kekaburan pengertian dan sulit
dipahami. Oleh karena itu penyusun membatasi rwang lingkup skripsi ini pada
permasalahan yang berkaitan dengan Kepailitan yang ditujukan pada debitur yang
telah dibubarkan, hubungan likuidator terhadap debitur yang telah dilikuidasi dan

kreditur

i.3 Kumunsan Masaiah
Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup sebagaimana diuraikan

diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

o=

pakali debitur yang telal dilikuidasi berdasaikan Rapat Umum Pemegang

£l
? 59

Saham menumi hukum masih dapat dinyatakan pailit ?

=2

Apakah pertimbangan dan Puiusan Mabkamah Agung dalam Perkara Nomer 6/
Paihit/ 1998/ PN Niaga/ Jkt Pst, jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomer 04
Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Undang-undang Nomer 01 Tahun 1995

Tentang Perseroan Terbatas sudak benar menurut hukum ?
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1.4 Tujnan Penuiisan

1.4.) Tujnan Umnm
Tajuan umum yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah
L untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada

Fakuitas Hokum Universitas Jember.

2

untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi
hukum, akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam bidang iimu hukum.

3. untuk dapat menerapkan ilmu hukum yaig telah dipercleh sewaktu belajar
dibangku kuliah untuk membanty masyarakat agar mengerti akan hak dan
kewajibaniya dalam bidang hukum serta memiliki kesadaran hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus
L. Untuk mengetahui hubungan laukuﬁ: fentang pernyataan pailit dengan Perseroan
Terbatas yang telah dilikuidasi selakn debitur.
2. Untuk memperoleh hasil analisa hukum terhadap pertimbangan dan keputusan
hakim dalam menyelesaikan Perkara Nomer 06/ Pailit/ 1998/ PN.Niaga/ Jkt Pst
Untuk mengetahmi dan memahami iebih daiam tentang Kepailitan seteiah

diterbitkanya Undang-undang Nomer 04 Tahun 1998,

1.5 Metode Penulisan

Agar penynsunan skripsi ini mempunyai nilai ilmiah, maka dignnakan metode
timiah. Metode iimiah merupakan suatu pengejaran terhadap kebenaran ilmiah yang
diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. { Moh. Nizar, 1988:42)

Penyusunan skripsi ini agar mengaidung kebenaran yang merupakan syarat
karya ilmish, maka digunakan melode pendekatan masalah, sumber data, metode

pengumpuian data dan analisis data.
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i5.i Pendckatan Masaiah

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan secara Yuridis Normatif
Pendekatan secara Yundis Normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah
keputusan Mahkamah Agung dengan menggunakan peraturan perundang-undangan
yang berlakn, dan buku-buku yang berisi konpsep-konsep secara teoritis. ( Ronny

Hanitijo Sumiro, 1988 : i4 ).

152 Sumber Data

Sumber data merupakan alat vang dipakai untuk memperoleh data dalam
penyusunan skripsi ini sejalan dengan metode penulisan yang dipergunakan maka
penulisan skripsi ini memperggunakan Sumber Data Sekunder.

Sumber data sckunder adalah sumber data tertulis yang diperoleh dengan
melekukan penelitian kepustakaan yaitu dari literatur, peraturan perundangan dan
dokumen yang ada hubunganya dengan obyek yang diteliti. {Soemitro, 1988 : 20)

i.5.3 Mietode Pengumpuian Data

Mstode pengumpulan data merupakan cara guna memperoleh data agar
penynsunan skripsi ini mengandung kebenaran ilmish, yaitu dengan cara studi
dokumen atau bahau pustaka Cara pengumpulan data yang dilakukan melalui data
tertulis dengan cara membaca buku-buku atau bahan pustaka juga dokumen-dokumen

aian berkas-berkas yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

1.5.4 Anaiisis Diata
Berkaitan dengan data-data dan permasalahan yang akan dibahas di dalam

penyusunan siripsi ini, maka analisis data yang digunakan adalah :

1. metode deskriptif yaitu metode yang bermaksud untuk memberikan data-data
yang diperoieh dari kepustaiaan.
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!\J

metode dedukiif yaitu yang dimuiai dengan pengeiahuan yang bersifai dan
bertitik tolak pada pengetahvan umum kemudian memulai dengan sesuatu
kejadian khusvs.  ( Sutrisno Hadi, 1993 : 49 ).

Maksud dari metode deduktif dalam penyusunan skripsi ini, penyusun bertitik
tolak dari pengetahuan yang bersifat wmum mengenai hubungan perdata tentang
butang-piutang kemudian ditarik pada kondisi yang sifatnya khusus yaitu mengenai
kepailitan scbagai akibat dari kredit macet yang lebih dari seorang kreditur.

Semua metode analisis yang dijelaskan diatas digunakan dalam penyusunan
skripsi ini, karena teknik analisis data dalam penyusunan skripsi ini bersifat deskriptif
kualitatif mengingat pembahasannya dititik beratkan pada pendekatan yuridis
nornaiif, sehingga analisis data lebih mengarah pada pemecahan masalah atas dasar
dala dan kerangka teori hukum serta kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku di

dalam masyarakat,
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BABII

FAKTA,DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI]

1.1. F akta

Mengenai fakta atau kasus posisi dari Tinjauan Yuridis Tentang Pengajuan
Pailit Oleh Kreditur Terhadap Debitur Yang Telah Dilikuidasi, dalam hal ini penulis
imengaimbil kasus dari Putusan Mahkamah Aguiig RT Nomor 02/K/N/ 1998 Gamibairan
sengketa antara Pengongat dan Tergugat dalam kasus ini adalah sebagai berikut;

Telah terjadi sengketa yang terdiri dari tiga pihak yaity; LG ELEKTRONIK,
INC, Badan Hukum Indenesia P.T LG Bangunnindo Elektronic, dan Bank Of Tokyo
Mitsubishi , awainya pada buian Juht 1994 Bank Of T okyo Mitsubishi memberikan
pinjaman pada P.T. LG Banguaindo Elektronik datam bentuk short ferm facility credit
sebesar US $ 1.470.000_- tertuang dalam “ Loan Agreement” yang sudah beberapa
talivn berlaku lalu diperpanjang tanggal 9 Juni 1998 d; dalam Amandement to Loan
Agreement. Pihak 1.G ELEKTRONIC INC bertindak sebagai penjamin atas hutangnya,
P77 LG Bangunindo Elekironik kepada kreditur Bank Of Tokyo Mitsubishi dengan
dibuatuya Letter of Goarantee tanggal 9 Juni 1998 yang 1sinya ikut bertanggung jawab
dan menjamin sefuruh hutang termasuk bunga denda dan biaya lain. Karena terjadi
sengketa antara pemegang saham maka tanggal 27 Juli 1998, para pemegang saham P.T.
Bangunindo Elektronik mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dan memutuskan
untuk membubarkan dan melikuidasi P.T. LG Bangunindo Elektronik dan menunjuk
para Liknidator yang terdiri dari ex Direks; dan wakil dari P.T. LG ELECTRONIC
INC. Setelah P.T. LG Bangunindo dilikuidasi, maka para Likuidator memberitatiukan
kepada Kreditor Bank Of Tokyo Mitsubishi tentang adanya likuidasi Perseroan
tersebut selanjutnya Bank Of Tokyo Mitsubishi menagih kepada;

- PT. LG ELECTRONIC INC dan,
- P.T. LG Bangun Indonesia Elektronik, untuk membayar kembaii pinjamanya.
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Berhubing P.T. LG Bangun Indonesia Eiekironik sebagai pihak debitur belum bisa
membayar ltang kepada Bank Of Tokye Mitsubishi maka P.T. LG ELECTRONIC
INC. sebagai Pihak penjamin bersedia membayar hntang debitur sebesar US §
1.470.00,- sehingga hutang debitur kepada Bank Of Tokyo Mitsubishi lunas. P.T. LG
ELECTRONIC INC. berpendirian bahwa dengan dibayamya hutang P.T. LG Bangun
Indonesia kepada Bank Of Tokyo Mitsubishi maka menurut Pasal 1839 jo. 1840
seluruh hak Bank Of Tokyo Mitsubishi beralih kepada kreditur baru yaitw P.T. LG
ELECTRONIC INC. Dilvar ita P.T. LG Bangim Indonesia Juga memiliki hutang
kepada The Chase Manhattan Bank Singapere sebesar US $ 255.000,-

Pokok permasalahanya adalah P.T. LG ELECTRONIC INC sudah mengetahui
lebih awal kalau posisi debitur pada saat it sudah dilikuidasi dan tidak berbadan
hukum iagi bahkan ex direksi dan wakil direksi dari PT. ELECTRONIC INC' ditunjuk
sebagai salah satu likiidatomnya Mengetalni keadaan seperti itu P.T. LG
ELECTRONIC INC masih bersedia menjadi kreditur dari PT. LG Bangun Indo  atas
dasar kesepakatan awal dengan Bank Of Tokyo Mitsubishi. Setelah jafuh tempo
membayar hutang, PT. LG Bangun Indo ditagih oleh PT. LG ELECTRONIC INC tapi
kenyataanya pihak debitur menumjukan sikap tidak mampu bayar , diluar itu debitur Juga
mempunyai lutang kepada The Chase Mahattan Bank Singapore sebesar US §$
255.000,~.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka P.T. ELECTRONIC INC selaku kreditur
berpegang kepada pasal 1 Undang-bndang Nomer 04 Tahun 1998 Tentang Kepailitan
mengajukan permohionan kepada Pengadilan Niaga agar P.T. LG Bangunindo selaku
pihak debitur dinyatakan dalam keadaan pailit.

2.2 Dasar Hokom
Dasar liukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukom Perdata / Burgerlijk Wetboek.
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a. Pasai i13i
“Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak,
baik yang sudah ada dan mavpun yang barn akan ada dikemudian hari, mepjadi
tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

b. Pasal 1132
Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang
mengutacgkan padanya;, pendapaten penjualan benda-benda ity dibagi-bagi
menurut keseimbangan, yaitu memmut besar kecilnya pintang masing-masing,

kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk
didahulukan.

c. Pasal 1832
St penaggung yang telah membayar, dapat memmtutnya kembali dari si berutang
utama, baik penanggymean itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahnan si
berutang ulama.
Penuntutan kembali ini dilalukan baik mengenai nang pokoknya maupun mengenai
bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut si penanggung hanya
dapat menuntutuya kembali, sekadar ia telah memberitahukan kepada i berutang
utama tentang tuntutan yang ditujukan kepadanya, didalam waktu yang patut.
Si penanggung ada juga mempunyai hak memntut penggantian biaya, rugi dan
bunga, jika ada aiasan vituk itu.

d. Pasal 1840

““S1 penanggung yang felah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si
berpiutang terhadap si berutang”.

¢. Pasal 1850
“Suatu penundann pembayaran belaka yang oleh si berpiutang diberikan kepada
st berutang, tidak membebaskan si penanggung utang, pamun si penanggung ini
dalam hal yang sedemikian dapat memmtut si berutang dengan maksud
memaksanya uituk membayar atau wituk membebaskan si penanggung dart
penangggmumganya’”.

2. Undang- Undang Nomer 04 Tzhun 1998 Tentang Kepailitan,

a. Pasal 1

(1) Debitur yang mempunyai dua atan lebih kreditur dan tidak membayar
sedikitnya safu: utang yang telzh jatuh waktu dan dapat ditagth, dinyatakan pailit
dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal
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Z, batk atas permohonanya sendiri, maupun atas permintaan seorang atan lebih
kreditumya;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksnd dalam ayat 1, dapat juga diajukan oleh
kejaksaan untuk kepentingan umum;

(3) Dalam hal menyangkut debitur yang meripakan bank, permohonan pernyataan
pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia ;

(4) Dalam hal menyanglut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan
periyataan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

b. Pasal2
(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, ditetapkan oleh Pengadiian
yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kadudukan bukum debitur -
(2) Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia
Pengadilan yang berwenang menetapkan pufusan atas permohonan pernyataan
pailit adalah Pengadilan yang daerah lukumnya meliputi tempat kedudukan bukum
terakhir debitur ;
(3) Dalam bal debitur adalah Persero suatau firma, Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat keduduksn hukum firma tersebut juga berwenang
memutuskan ;
(4) Dalam hal debitur tidak bertempat kedudvkan dalam wilayah Republik
Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dajam wilayah Republik
Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalzh Pengadilan yang
daerah hukmmnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan
proiesi atan usahanya.

¢. Pasai 3
“(1)Dalam ha! permohonan permyataan pailit diajukan oleh debitur yang menikah,
permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atan istrinya ;
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku apabila tidak
percampuran harts”.

d. Pasal’7
(1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap
kreditur atau kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk -
a. meletakan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayasn debitur; atau
b. menunjuk kurator sementara untuk
1) mengawasi pengolaan usaha debitur ; dan
2) mengawasi pembayaran kepada debitur, pengaliban atan penggunam kekayasm
debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.
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(2) Permohonan sebagaimana dimaksud daiam ayat i hanya dapat dikabuikan,
apabila hal tersebut diperhikan guna melindungi kepentingan kreditur ;

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksnd dalam ayat 1 huruf a
dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditur pemohon
memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar oleh Pengadilan.

e. Pasal 280

(1) Permohonan pernyataan paiiit dan pemmdaan kewajiban pembayaran hutang
sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa
dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada dilingkungan Peradilan
Umumn;

(2) Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, selain memeriksa dan
memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban

hutang, berwenang pula memeriksa dan menmmtuskan perkara lain dibidang
perniagaan yang penetapanya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

f. Pasal 282
{1} Pengadialan Niaga memeriksa dan menniuskan perkara pada tingkat pertama
dengan hakim majelis;
(2) Dalam hal menyangkut perkara ian dibidang perniagaan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 280 ayat 2, ketua Mshkamah Agung dapat menetapkan
Jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh
hakim tunggal.

3. Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

a. Pasal 114
Perseroan bubar karena :
a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
b. Jangka wakin berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah
berakhir;
¢, Penetapan Pengadilan,

b. Pasal 115

(1) Direksi dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada Rapat Umum
Pemegang Saham;

(2) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pembubaran perseroan sah
apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74
ayat 1 dan pasal 76;
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(3) Perseroan bubar pada saat yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Ummm
Pemegang Saham;

{(4) Pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diikuti dengan
itkmidasi oleh liknidator.

c. Pasal 117
“(2) Dalam penetapan Pengadilan ditetapkan pula pemmnjukan likuidator”.

d. Pasal 118

(1) Apabila dalam hal perseroan bubar maka likuidator paling lambat 30 hari
waiib :

a Mendafiarkan dalam daftar sebagaimana dimaksud pasal 21;

b. Mengajukan permohonan untuk divmumkan dalam lembaran Negara Republik
Indenesia ;

c. Mengumumkan dalam dua surat kabar harian ;

d. Memberitahukan kepada menteri ;

(2) Perseroan yang bubar karena putusan rapat umum pemegang saham tersebut
baru mengikat kedalam sendiri, belum menjadi efektif kepada pihak ketiga.

e. Pasai 119 ayat 1

Selama dalam proses likuvidasi, anggaran dasar perseroan dengan segala
perubahanya yang berlaku pada saat perseroan berakhir tetap berlaku sampai
pada hari likuidator dibebaskan dari tanggung jawabnya oleh RUPS.

f. Pasal 120 ayat 1 jo. ayat 2¢

Likuidator dalam perseroan yang bubar wajib memberitahukan kepada semma
krediturnya dengan surat fercatat mengenai bubarmya perseroan dan jangka waktu
yang diberikan kepada kreditur selama 120 hari untuk mengajukan tagihanya.

2. Pasal 122
{1)Dalam hal tidak ditunjuk lilaridator, maka Direksi bertindak selaku likuidator:
{2) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian  sementars,
pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap
Direksi berlaku pula bagi likuidator.
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2.3 Landasan T eori

2.3.1 Pengertian Kepailitan
Pailit dalam ilmu pengetahuan holamn diartikan sebagai keadaan debitur yang
mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satn hutang yang
telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini terkandung dalam pasal 1 ayat 1 Undang-
undang Nomer 04 Tahun 1998 tentang Kepailitan . Debitur yang berada dalam keadaan
berhenti membayar, baik atas pelaporan sendiri manpun atas permintaan seseorang atan
lebik para krediturnya, dengan putusan Hakim dinyatakan dalam keadaan pailit. Undang-
undang kepailitan tidak memberikan definisi tentang kepailitan tapi memberikan syarat-
syaral penigajuan peimyataan pailit yaitu baliwa seseorang telah berhenti membayar atas
utang-utangnya (HMN Purwosutjipto,1992:28)
Batasan untuk memperjelas tentang definisi dan pengertian kepailitan, dalam
hal ini dikutip beberapa definisi alan pendapat para sarjana sebagai berikut :
A. Menurut Memorie Van Toelichting,
Penjelasan umum tentang kepailitan adalzh suatn penyitaan berdasarkan hukum
atas selurnh harta kekayaan si berutang gnna kepentingan bersama para
panigutangiys.
B. Menurut Yurisprudensi Hukum Dagang ( 1982 : 475 )
Kepailitan adalal debitr yang tidak mampt membayar hutang-hutangnya yatg
telah dapat ditagih atau yang nyata-nyata tidak membayar hutang-hutangnya.
C. Menurut Kamus ( Prof. Soebekti dan Tjitro Soedibyo )
Pailit adalah keadaan dimana seseorang debitur telah berhenti membayar hutang-
hutangnya.
. Mamaut Kartono
Kepailitan adalah suatu sitasn dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan debitur
unituk kepentingan semua kreditur secara bersama-sama yang pada waktu debitur

)

dinyatakan pailit mempunyai piutang vang masing-masing kreditur memiliki pada
saaf itu.
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Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut :
Debitur yang mempumyai dua atan febih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu
utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. ( pasal | ayat 1 UU Kepailitan )
Istilah berhenti membayar tidak mutiak harus diartikan debitur sama sekali berhenti
membayar hutang-hutangnya. Debitur dapat dikatakan dalam keadaan berhenti
membayar, apabila ketika diajukan permohonan pailit ke Pengadilan, debitur dalam
keadaan tidak dapat membayar utang-utangaya. ( Putusan Pengadilan Tinggi Bandung
No.171/1973/PdVPTB tanggal 31 Juli 1973, Chidir Ali,SH. Yurisprudensi Hukum
Dagang, 1982 :475)
Keadaan yang dalam yurisprudensi HR dapat dikategorikan sebagai keadaan
berhenti membayar ,antara lain yaitu -
1.Keadaan berhenti membayar tidak sama dengan keadasn, bahwa kekayaan debitur
tidak cukup ymtuk membayar utang-utangnva.(Putusan HR, 2 6Jamari 1946, N.J. 1946
:233)
2 Hutang yang belum dapat ditagih, dapat dianggap juga bahwa debitur dalam keadaan
berhenti membayar. (Putusan HR, 26 Jamari 1946, N.J. 1946 :551)
3.Tidak membayarnya utang debitur yang sudah dapat ditagih dan disamping itu adanya
butang-hutang 1ain yang terbukti dari faporan kurator membuktikan adanya keadasn
berbenti membayar. (Putusan HR, 10 April 1959N.J. 1959 :232) . (Siti Soemarti
Hartono,1981:8-9).

2.3.2 Para Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit.
Pernyataan pailit itu harus dilakukan oleh Fengadilan Negeri yang berwenang
ditempat kediaman debitur, yang dimaksud debitur dalam hal ini adalah :

a.tiap orang, tidak peduli apakah dia menjalankan perusahaan apakah tidak ;
b.badan-badan hukum, misainya : perseroan terbatas, perusahaan negara, perusahaan

daerah, koperasi, perkumpulan-perkumpulan vang berstatus badan hukum;
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c.harta warisan

d. seiap orang yang sudah menikah, sebab pemyataan pailit ini hanya dapat ditujukan
karena adanya persetujuan dari suami atau isterinya yang tenhnya ada percampuran
harta, jika tidak ada percampuran harta maka tidak perlu adanya persetujuan dari
suami atau isteri. (HM.N. Purwosutjipto , 1992 : 33)

2.3.3 Para Pihak Yang Boleh Mengajukan Permohonan Pailit.

Para pihak yang boleh mengajukan permohonan kepailitan adalah -

1. Debitur sendiri;
2. Seorang kreditur atau lebih;
3. Jaksa demi kepentingan umum.

Menentukan tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah
sangat penting sekali untuk adanya kepastian hukum sehingga hal ini akan mencegah
adanya penyalahginaan hak, maksudnya orang yang tidak berhak atan tanpa mendapat
kuasa untuk ity kemudian mohon putusan pailit. Selanjutnya untuk jelasnya perlu
diuraikan dari salsh saty pihak yang boleh mengajukan permohonan kepailitan yang ada
kaitanya dengan permasalahan yaitu ; Seorang kreditur atau lebih

Jika seorang kreditur atan lebih mengajukan permohonan kepailitan harus
memenuint syarat bahwa hak memmtutnya terbukti. Bagaimana hak memmiut ini harus
dibuktikan tidak dapat disimpulkan dari undang-undang akan tetapi menurut putusan
H.R. tanggal 21 Agustus 1951 N.J. 1951 . 665 penyelidikan secara sumir Jjuga berlaku
bagi pembuktian ada tidaknya hal menuntut itn. Meskipun sistim pembuktisn menurut
peraturan kepailitan bersifat sumir atan sederhana yaitu sistem pembuktian yang tidak
terikat kepada pasal 1866 B.W. yaitu bukti tlisan, saksi, persangkasn, pengakuan, dan
sumpah. Aken tetapi tidak tertutup jalan bagi hukum untuk memanggil para pihak untuk
didengar keteranganya didepan hakim mengenai ada atan tidaknya kreditur mempunyai
piutang pada debitur.

Hal ini sesuai dengan sistim hukum acara yang berlaku di Indonesia, bahwa
pemeriksaan perkara dilakukan secara lisan, hakim mendengar keterangan kedua belah
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pihak dan dapat mengajukan segala sesuatu kepada hakim secara lisan, sedangkan
panitera Pengadilan mencatat segala pemeriksaan dalam catatan sidang,
( Situmorang 1994 : 43 ).

2.3.4 Pengertian Pembubaran Perseroan dan likuidasi

Pembubaran perseroan menurut KUHD ini hanya disebabkan karena jangka
wakin berdirinya  berakhir dan bubar demi hukum karena kerugisn yang mencapai
75 % dari modal perseroan. Sedangkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas
mengenal pembubaran Perseroan karena penetapan Pengadilan dan tidak mengenai
pembubaran demi hukum.

Menurut Pasal 114 Undang-undang Perseroan Terbatas, Perseroan bubar karena :
“a) keputusan Rapat Unnm Pemegang Saham;

b) jangka wakiu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar felah
berakhir ;

¢) penetapan Pengadilan *,

Ketiga fakior pembubaran Perseroan tersebut diafas yang ada hubunganya dengan kasus
perkara No. 06/ Pailit/ 1998/ PN Niaga/ Jkt. Pst | adalah pembubaran Perseroan karena
kepuiusan Rapat Unum Pemegang Saham.

Pembubaran Perseroan merupakan tindakan yang serius, karena ity memerlukan
alasan yang serius pula. Namum, aiasan serius tersebut tidak ditentukan dalam Undang-
undang Persercan Terbatas. Berdasarkan pertimbangan serius itu, pemegang saham

dapat mengajukan nsnl pembubaran perseroan apabila :

a perseroan tidak lagi berjalan dalam jangka waktu tertentu;

b. perseroan menyimpang dari ftujuanya;

¢. perseroan menderita kerugian terus menerus dan tidak ada harapan untuk pulih
kembali;

d. perseroan melakukan perbuatan yang sangat merugikan kepentingan pemegang sahan;
e, perseroan melakukan findakan yang bertentangan dengan peraturan penmndang-
uidanigan, ketertiban umum, atan kesusilaan yang merugikan kepentingan negara atau

kepentingan umum.
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Menurut Undang-undang Persercan Terbatas untuk pembubaran Perseroan tidak
ditentukan jumiah kerngian yang dapat mengakibatkan bubarmya Perseroan melainkan
diserahikan kepada keputusan Rapat Umwan Pemegang Sabam. Lagi pula tidak ada
kewajiban Rapat Umum Pemegang Saham wntuk mengumumkan dalam Berita Negara
apabila Perseroan telah merugi sampai taraf yang sangat gawai. Di dalam KUHD tegas
dinyatakan dalam pasal 47 KUHD, apabila Perseroan menderita kerugian sebesar 50 %
dart modalaya, Direksi harus mengomumkanya dalam register untuk itn di Kepaniteraan
Pengadilan negeri dan di dalam Berita Negara. Apabila kerugian tersebut mencapai
75 % Perseroan bubar demi bukum.
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BAB Il

PEMBAHASAN

3.1 Debitur yang Telah Dilikuidasi Tidak Dapat Dinyatakan Pailit Dalam Putusan
Mahkamah Agung RI No.02 K/N/998

Istilah pailit dalam bahasa Perancis adalah “faillite” vang artinya pemogokan
atau kemacetan dalam melakukan pemnbayaran. Oleh sebab itu debitur yang mogok atau
macet atan berhenti membayar hutangnya dalam bahasa Perancis disebut “le failli”.
Istilah pailit dalam bahasa Belanda adalah “failliet”, sedangkan dalam bahasa Inggris
adalah “to f2il” dan dalam bahasa Latin digunakan ictilah “failliet”. Pailit dalam Ilmy
Pengetahuan Hukum diartikan sebagai keadaan debitur (yang berutang) berhenti
membayar hutang-hitangnya (Zainal Asikin 1991: 24).

Pasal 1 ayat (1) UU NoA Tahm 1998 Tentang Kepailitan menyatakan:

“Debitur yang wempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar
sedikitnya satu hutang yang telzh Jatuh waktn dan dapat ditagih, dinyatakan
pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaiman dimaksud dalam
pasal 2, baik atas permohonanmmya sendiri, mavpun atas permintasn seorang
atau lebih krediturnya”.

Kreditur adaiah orang yang mempunyai hak tagih pada perseroan sehingga
kreditur berhak mntuk mengajukan pailit terhadap debitur apabila debitur tidak mampu
untuk membayar hutang-hutangnya kepada salah satu atan lebih kreditumya. Debitur
yang dapat dinyatakan pailit menurut UU No.1 Tabun 1998 sdalah -

a. Debitor yang mempunyai dua atan lebih kreditur dan tfidak membayar sedikimya

salu hwtang yang telah jatil wakiu dan dapat ditagih;

b. Badan-badan hukum, misalnya: Perseroan Terbatas, Perusshaan Negara,

Perusahaan Daerah, Koperasi, Perkumpuian-perkumpuian yang berstatus badan hukum:

¢. Harta warisan;

d. Sefiap orang yang sudah menikah, sebab pernyataan pailit ini hanya dapat ditujukan
arena adanya persetujuan dari suami alau isti yaug tentunya Karena ada percampuran

NILIX pgp,

e
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harta, jika tidak ada percampuran harta maka tidak periu adanya perseinjuan dari suami
atau istri .(H.M.N. Purwosutjipto,1992:33).

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas,
perseroan bisa dinyatakan pailit jika perseroan dimaksud adalsh perseroan yang belum
dibubarkan atau masih aktif melakukan kegiatan hukum, kecuali jika perseroan telah
dinyatakan bubar atau telah dilikuidasi maka perseroan tidak dapat dinyatakan pailit
karena berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT ) pasal 119 ayat (1)
yang menyatakan bahwa dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat
melakukan perbuatan hukem, kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaan dalam
proses likuidasi. Setiap pembubaran perseroan diikuti dengan Iikudasi. Orang yang
melaksanakan likuidasi disebut likuidator. Dalam pasal 117 ayat 2 UUPT ditentukan,
dalam penetapan pengadilan ditetapkan puia pemmjukan likuidator. Selanjutnya dalam
pasal 122 UUPT ditentukan pula bahwa dalam hal tidak ditunjuk likuidator , maka
direksi bertindak selakn likuidator. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian
sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan
terhadap direksi berlaku pula bagi likuidater.

- Kewajiban administrasi likuidator ;

Tugasnya adalah dalam waktu paling lambat 30 hari sejak perseroan bubar, likuidator
meiakukan aktifitas sebagaimana yang diwajibkan Pasal 118 ayat 1 UUPT sebagai
berikut :

“1.Mendattarkan bubarnya perseroan dalam Daftar Perusahaan.
2 Mengajukan permohonan untuk divmumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia

3. Mengummumkan bubarnya perseroan dalam surat kabar harian.
4.Memberitahukan bubarnya perseroan kepada Menteri Kehakiman®.

Pelaksanaan pendaflaran dan pengumuman bubarnya perseroan ini liknidator
wajib menyebutkan nama dan alamainya, sebab hal itu sangat penting bagi pihak ketiga.
Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan likuidator, artinya
waktu 30 hari beium teriewati, bubarnya perseroan tidak beriaku pihak ketiga Nammm
sebaliknya likuidator melalaikan kewajiban melakukan melakukan pendafiaran dan
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pengumuman dimaksud, Pasal 118 ayat 3 UGUPT memberi sanksi kepada likuidator
secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Kemudian tugas likuidator selanjutnya memberitahukan bubamya perseroan
kepada semma kreditur. Pemberitahuan tersebut berdasarkan Pasal 120 ayat 1 UUPT
wajib dilaksanakan dengan surat tercatat, yang tjuannya agar surat pemberitahuan
dapat dengan selamat sampai ke tangan yang dituju. Mengenai isinya selain
pemberitahnan bubarnya perseroan, juga wajib diberitahukan tentang :

1. nama dan aiamat likuidator

2. tata cara pengajuan tagihan

3. yangka waktu mengajukan tagihan selambat-lambatnya 120 hari terhitmg sejak surat
pemberitahuan diterima. Pemberitabuan persurat kepada para kreditur, sebenarnya
dimaksudkan agar jangan sampai ada kreditur yang tidak mengetabui adanya
pembubaran perseroan, sebab bukan jaminan walaupun sudah dismumkan dalam Berita
Negara manpun melalui surat kabar semna kreditur mengetahui,

{ Suparmono,1996 : 104-105)

Likuidator bertanggung jawsab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
atas likuidasi yang dilakukan. Sisa kekayaan hasil liknidasi diperuntukan bagi para
pemegang saham. Likuidator wajib mendaflarkan dan mengumumkan hasil akhir proses
likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan 22 UUPT serta mengummkanya dalam
dua surat kabar harian (Pasal 124 UUPT).

Perseroan yang dinyatakan bubar, tidak dapat melakukan permbuatan hukum
kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaanya dalam proses likuidasi, tindakan
pemberesan tersebut melipnt :

i. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan.

2. Penentuan tata cara pembagian kekayaan.

3. Pembayaran kepada para kreditur.

4. Pembayaran sita kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham.

5.Tindakan-tindakan lain yang perfu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan
kekayaan. (Kadir,1996 : 116)
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Karena tindakan-tindakan tersebut dilaksanakan daiam rangka proses likuidasi,
maka untuk kepentingan surat-suratnya terutama pada pihak luar supaya diketahui status
perseroan, maka dalam surat keluar dicantumkan kata-kata “dalam likuidasi” yang
ditempatkan dibelakang nama perseroan . Supaya mereka waspada terhadap status
perseroan terbatas yang tidak lagi berwenang melakukan perbuatan hukum baru
{Rochinat Soemitro,1993:86).

Jadi dari uraian tersebut diatas dapat diartikan bahwasanya P.T. LG Bangun
Indo Eiektronik bisa dinyatakan sebagai debitor sepanjang kewajiban terhadap kreditur
belum terselesaikan maka debitur dapat dimohonkan untulk dinyatakan Pailit oleh
Pengadilan Niaga. Dasar pertimbanganya adaiah pasal 119 Undang-undang Perseroan
Terbatas yaitu Undang-undang Nomor 1 Tabun 1995. Perseroan yang bubar bukannya
sama sekali tidak dapat melakukan perbuatan hukum, namm perbedaanya dengan
Perseroan yang tidak bubar adalah perbuatan hukumnya yang dibatasi, yaitu sepanjang
berhubungan dengan upaya pemberesan kekayaanya termasuk membayar hutang
Perangkat dasar Perseroan sebagui badan hukum, fermasuk rapal wmum pemegang
saham dan anggaran dasar masih letap berfimesi. Pengecualianya terdapat dalzh hal
pengurusan perseroan, dimana tugas dan wewenag dari direksi telah diambii alih oieh
likuidator.

Pertimbangan hukum yang iain adalah Pasal 118 Undang-undang Perseroan
Terbatas, likuidator dalam melaksanakan proses likuidasi terhadap perseroan
memerlukan waktu paling lambat 30 hari sejak perseroan bubar, maka putusan likuidasi
itu baru efektif bagi pihak ketiga setelah 30 hari terhitung sejak putusan dilikuidasinya
perseroan. Proges likmidasi itn meliputi igas administratif misalnya mendaftarkan pada
daftar pervsahaan kalau perseroanya telah bubar ,dan melakukan pemberesan harta
kekayaan misalnya membayar hutang pada krediter jika ada sisa bam dibagikan pada
para pemegang saham perseroan yang kesemmanya itu dikuasakan penuh pada
likuidator. Jadi selama belum ada yang beres terutama mengenai pembayaran hutang
terhadap salah satn krediturmya, pihak liknidator bertanggung jawab pemuh atas
pembayaranya dan jika ada salah satu atas lebih kreditur belum dibayar inaka
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likudator bisa digngat pada Pengadiian Niaga untuk dimohonkan pailit walaupun
Perseroan telzh dilikuidasi karena itu masih merupakan salah satu bagian dari proses
Iilaridasi yaitu pemberesan harta kekayaan.

3.2 Amalisa Terhadap Pertimbangan Dari Putusan Mahkamah Agung dalam
Perkara No.b6/Pailit/1998/PN.Niaga/Jht.Psi. Dikaitkan dengan UU No.$
Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan UU No.1 Tahun 1995 Tentang
Perseroani erbatas .

Sistim hukvm suatu negara akan terbentuk dari pertumbuhan tata nilai hulum
yang beriaku dalam masyarakat dari suatu negara yang bersangkutan dan dilaksanakan
oleh organisasi alat perlengkapan negara atau penegak hukum. Pandangan hidup dari
segi sejarah, sosial ekonomi, filsafat dan politik suatu bangsa merupakan sumber
pertumbuhan hukim yang turut menentukan terbentuknya sistem hukum.

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman wntuk dibaca, dilihat
atan diketahui saja, ielainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Pelaksanaan dari hukum
materiil khususnya hukum perdata materiil, dapat berlangsung diam-diam tanpa melalui
pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi sering terjadi, bahwa hukom perdata materiii
sering  dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugiken dan terjadilzh gangguan
keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat.

Membaca kasus perkara No. 02 K/N/1998 tentang masalal Kepailitan disitu
diketahni bahwasanya suatu perseroan yang telah dinyatakan bubar dan dilikuidasi atas
dasar putusan Rapal Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat dimohonkan Pailit
karena tidak dapat melakukan perbuatan huknm selain tindakan pemberesan aset
kekayaan dan hutang perusahaan wntuk penyelesaian likuidasi. Tapi pernyataan
liknidasi atas perseroan tersebut tidak diterima eleh pibak ketiga yaitu pihak kreditur |
karena likwidator yang telah dipercaya wuntuk menyelesaikannya ternyata tidak
melaksanakan dengan benar yaitu menyimpang dari Undang-undang No. 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas kinsusnya Pasal 118 ayat 1 dan Pasal 120 ayat 1 jo ayat 2c.
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Jika difihat dari pertimbanagan ikumnya, pemohon kasasi atan pihak ketiga
sekaligus sebagai pibak kreditur menyatakan bahwa likuidator tidak melaksanakan
Pasal 118 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas adalah mergikan pemohon kasasi
dan karena itu pembubaran “perseroan’ adalah tidak berlaky bagi pemohon kasasi serta
“perseroan” adalah masih merupakan “Badan Hulun™ atau “subjek hukum™. Pendirian
pemohon kasasi yang demikian ini, tidak dapat diterimna oleh Majelis Mahkamah Agung
dengan alasan juridis sebagai berikut -

Bahwa Termohon kasasi / termohon asal pada tanggal 27 juli 1998 berdasarkan
risalah rapat yang dibuat Notaris telah menyatakan diri bubar atau telah melikuidasi
PT. L.G. Bangunindo Fiectronic.

Bahwa likuidasi itu berlaku efektif pada tanggal 11 Agustus 1998 . Likuidasi
tersebut atas permintaan seluruh Direksi PT. L.G Bangmnindo Electronic, tenﬁasuk pula
dari Pemohon kasasi / pemobion asal dan tegasiya L.G Elektronic inc. diwakili oleh
Kang S00 Yoon vang dalam perkara Kepailitan ini bertindak pula selaku Pemohon
kasasi/ pemohon agal,

Bahwa liknidator tidak melakukan
a. Pendaftaran sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Perseroan Terbatas.
b.Mengajukan permohonan untuk  diumumkan dalam Berita Negara republik

Indonesia
¢. Mengumunikan dalam dua surat kabar harian.
d. Memberitatmkan pada menteri Kehakiman, dalam waktu paling lambat 30 hari.

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1998 dengan mengacu kepada surat dari PT.
LG. Bangnnindo Electronic, tanggal 10 Agustus 1998 Bank Of Tokyo Mitsubishi telah
melakukan penagihan sebesar US 3 1.480.262,37 kepada PT.LG. Bangunindo
Electronic. Penagihan tersebut dilakukan pula kepada Pemohon kasasi/Pemohon asal
pada tanggai 19 Agustus 1998 dan pada tanggal 20 Agustus 1998 telah dilunasi oleh
L.G Electronic Inc. dengan berakibat seluruh kewajiban termohon kasasi / termchon
asal kepada Bank Of Tokyo Mitsubishi demi hukum beralih menjadi hak Pemohon

kasasi /Pemohon asal terhadap termohion kasasi/termohon asal.
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Kewajiban likuidator berdasarkan Pasal 118 ayat 1 Undang undang Perseroan
Terbatas mengandung ratic untuk menjamin kepentingan pihak ketiga atan kreditur telah
dilaksanakan terbukti yaitu likuidator telah mengirim suraf tentang adanya iiknidasi PT.
L.G. Bangmindo Electronic kepada Bank Of Tokyo Mitsubishi pada tanggal 10
Agustus 1998, sedangkan jaminan atan tanggumgan dari Pemohon kasasi/Pemohon asal
wituk kepentingan perusahaan Termohon kasasi/Termohon asal baru akan berakhir
tanggal 8 September 1998,

Pertimbangan lain yaitn bahwa pada saat pembubaran PT. L.G. Bangunindo
Electronic  pemohon kasasi/pemohon asal terut hadir dan pihak pemohon
kasasi/pemohon asai dihmjuk puia sebagai likuidator, sehingga dengan atan tidak
dipenvhinya pasal 118 ayat 1 oleh liknidator, maka tidak dapat dinyatakan adanya
kelalaian bukum yang merngikan pemohon kasasi/pemohon asal tidak terikt pada
likuidasi PT. L.G. Bangmindo Electronic. Pembubaran perseroan pada tanggal 27 Juli
1998 dan likuidasi berlaku efektif pada tanggal 11 Agustus 1998 adalsh tidak
verientemgan dengan pasal 115 aval 3 Undang-undang Perseroan Terbatas, yang berarti
secara juridis PT. L.G. Bangunindo Electronic sebagai badan hukum sejak tanggal 11
Agustus 1998 sudah tidak ada.

Berdasarkan pertimbangan dan pendapat di atas, Mahkamah Agung berpendapat
permohonan kepailitan terhadap PT. L.G. Bangunindo Electronic oleh L.G Electronic
Inc. /pemolion kasasi/pemiohon asal pada tanggal 22 September 1998, masih
memungkinkan termohon kasasi/termohon asal melahs rehabilitasi memperoleh hak-
hakiiya kembali sebagai badan hukuin adalah tidak selaras dengan wjuan  dari
dissolution dan liquidation yang berdasarkan kemanan Direktur PT. L.G. Bangunindo
Eiectronic untuk memitup perseroan pada tangga 11 Agustns 1998, sehingga perseroan
yang dalam keadaan likvidasi statng badan hukumnya sudah berakhir dan karenanya
tidak dapat dimohonkan paiiit.

Pada akhimya Pemulis berpendapat bahwa Hakim dalam memutus perkara
tersebut telah melakukan penilaian terhadap alat-alat bukt yang diajukan oleh para
pinak. Hakim telah melakukan penilaian terhadap alat bukti tertulis secara Khusus
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karena disamping harus mengacu kepada ketentuan perndang-undangan maka juga
harus mengacu pula pada pendapat dan keyakinan pribadi berdasarkan pristiwa-
pristiwa yang benar-benar teiah terjadi. Daiam hai ini penilaian kimsus yang dimaksud
juga memerlukan tingkat kemampuan dan ketelitian yang tinggi. Jadi putusan Mahkamah
Agmng yang menolak permohonan kasasi dari Pefnohon kasasi/pemohon asal /L.G.
Elecironoic Inc. tersebut sudah benar karena Hakim Mahkamah Agung dalam
mengambil keputusan tidak hanya didasarkan pada perundang-undangan melainkan Jjuga
memperhatikan fakia-fakia yang telah terjadi sebenarnya dan bukti-bukii yang ada.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan vraian pada bab-bab sebelumnya maka Pemulis dapat menarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut ;

1

Pailit dijatubkan pada debitur yang tidak membayar hutang sedikinya mempunyai
dua atan lebih kreditur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan
putusan Pailit hanya bisa ditujukan pada Debitur yang bisa berbentuk perorangan
atau badan hukum misainya : Yayasan, Koperasi, Bank, dan Perseroan Hal ini
tercantum dalam Uadang Undang Nomer 04 Tabun 1998 Tentang Kepailitan.
Perseroan yang telah dilikuidasi berarti telah bubar dan tidak berbadan tukum lagi
maka perseroan itu tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan hulam kecuali
pemberesan untuk mengakhiri wrusan-nrusan yang sedang berjalan Jadi perseroan
vang dilikuidas: dapat dinyatakan pailit menurut hukum yaitu Pasal 118 Undang
Undang Nomer 01 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas karena kegiatan
membayar hutang terhadap kreditor merupakan proses likuwidasi yang harus
diselesaikan oleh likuidator apalagi jika krediturnya lebih dari satn Kecuali jika
krediturnya sendiri yang menjadi likuidatornya, seperti pada Kasus Perkara nomor
06/Pailit/ PN. Niaga/Jkt Pst maka permohonan pailit ditolak menurut hukum.

Likuidator yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang
tercantum dalmn Pasal 118 ayai 1 dan Pasal 120 ayat 1jo ayat 2¢ Undang-undang
Nemor 1 Tahun 1995 , mengskibatkan ada pihak keliga yang dirugikan dan
kerugian itu ditanggung oieh likuidator. Tapi daiam kasus ini penerapan pasal
tersebut tidak sesuai karena Pihak kreditur telah menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham dan secara jangsung mengetahui putusan fikuidasi Pihak debitur, bahkan ia
ditunjuk  sebagai salah satu likuidatornya. Setelah memperhatikan dan

mempertimbangkan takta-fakta yang ada maka Hakim Mahkamah Agng dalam

25
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mengambil Putusan dengan tidak menerapkan Pasai 120 ayat 1 jo. ayat 2c Undang
Undang Perseroan Terbatas terhadap likuidator adalah benar dan tidak bertentangan
dengan hukum yang beriaim | maksudnya adalah Pihak Liknidator tidak wajib
melakukan spa yang tercantum dalam Pasal 120 ayat 1 jo. ayat 2¢ Undang Undang

Perseroan Terbatas.

4.2 Saran
Saran yang dapat Peuiis berikan sehubungan dengan pemmlisan skripsi adalah
sebagai berikut;

i. Pibak kreditur seharusnya dalam menjamin pihak debitur dalam melakukan kredit
terhadap pihak ketiga atau memberikan kredit secara langsung pada pihak debitur
harus memperhatikan kredibilitas dari debitur ity sendiri dan melihat aset kekayaan
yang dimilikinya.

2. Kreditwr yang saat itu hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham seharusnya tidak
menyetujui atau menolek adanya keputusan likuidasi debitur karena sebenarnya
kreditur adalah sebagai penjamin hutang debitur terhadap pihak ketiga


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhamad. 1996. Hukum Perseroan Indenesia. Bandung : Citra Aditya
Bakti.

C.S.T. Kansil. 1992. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Balai Pustaka.

Gatot Suparmono. 1996, Huwiwm Perseroan Terbatas yang Baru. Jakarta -
Djambatan.

HMN. Purwosutjipto. 1983. Pengertian Hukum Dagang Indonesia. Jakarta :
Djambatan

..................................... 1984. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia
Jakarta: Djambatan.

..................................... 1992. Pokok Hukum Dagang indonesia 8 Perwasitan,
Kepadilitan dan Penundaan Pembayaran. Jakarta : Djambatan.

Mol Nizar. 1988. Metode Penelitian. Jakarta : Pradnya Paramita.
R. Seeroso. 1996. Penganiar Hlmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.

Roclunal Soewmitro. 1993, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf.
Bandung : Eresco.

Rudi Prasetya. 1996. Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Bandung : Ciira
Aditya Bakti.

R. Subekir dan Tjiro sudibio.R. 1992. Kitab Undang-undang Hukum Perdata P.T.
Pradya Paramita ; Jakarta.

Soemiiro, Ronny Hamitijo. 1988. Metode Peneiitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta :
Ghalia Indonesia

Siti Soemarti. 1981. Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran.
Yogyakarta : Seksi Hukun Dagang F.H. UGM.

Sudarsono. 1995. Pengantar 1tmu Hukum. Jakarta : Rineka Cipta.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Sutirsno Hadi. 1993. M eiode Research Jilid I. Yogyakarta : Andi Offset.

Univergitas Jember. 1998 Pedoman Penulisan Karya Iimigh. Jember - Budun
Penerbit Universitas Jember.

Viktor M. Sitrumorang 1994 Pengantar Hukum K epailitan Di Indonesia Jakaria -
Hendri Soekarso Rineka Cipta

Zamal Asikin. 1991,  Hukwm Kepailitan dan Penundaan Pembayaran i
Tndonesia Jakarta : Raja Grafindo Persada


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LL - L91 NVIQVRI3d VIIVA <

| ; ‘(9-d 1Inq) 8661 smisnby Gz (e66ue) uoyowad epeday
WL0O8 1840s Wwejep uexnyngip tedep BueA ‘ueeyesniad veujwe( ueBuap 1BNS3s UoyowJs)
uep Bueiny seje SunBBueuad teBegas eAuueynpnpay wejep uoyowad ueqgifeamay
euesye|ad jebeqas (1exuag eyuswy 4e10g ynln ynind ebn ewoy enp ynind weus
snied enp nqu ynind uedejap snies jedwa en| NIes) L£'29Z°08¥ L $SN-Wejep uoyowad
Jep uesedequiad ewiauaw yelal WL04 8661 snisnby gz [e66ue eped emyeg

:(8-d WInq) (1exuag
BAliawy Jejoqg ynlni ynind ebn ewoy enp ynjnd weua snies enp nqu ynjnd uvedejap smey
1edwa ein{ njes) LE'TIZ'0BY’L $SN Yyejwnlymun ueseAequad uexnye|aw uoyowsad sebe
dEIniiny 1suiaq BueA 'uoyowad epeday gggL snisnbBy g| jeBBueua 1eins ueywuiBusw
Wiog ‘ueeyesniad cm;EEm.. lJep g ejbue uenjuajay uebuap 1ensas emyeg

> “(¥-d 114nq)

am,.m.:._mm exiawy sejoqg ynin yand ebn =rwoy enp ynind weua snjes enp nqu ynind

uvedejap snies jedwa el mes) 1£'292°08%°L SSN 4e53q3s W] 0g epeday uoyouwsay yajo

Bueinysay yeywn| yninjas seje uesedequad uexnyejaw ymun ueiniuny isisqg BueA 8651

sifisnBy | | |eB6ue; uoyouwna) 2pedayjeins uexligrauaw EhOm InQssial |y Jesep sely

- ‘BYnayas yibeup jedep uep

gdtial ynief ipeluat ‘uoyowuad epeday uoyowua) yajo bueynysal Sued yejwnl yninjas

elBw uebuap yipasy uelfueliad uep (3} L |esed wejep ueymualp euewiefiegas ‘ynejap

10.1USA3) uelelejay emnsuad mes yepes ANsewus) uoyouus| ueeyesniad 1sepinyiaw
uEp ueylegnquaw. ymun uoyowls) weyes SueBawad esed uesninday emyeg

- ; (e-d 11ynq) :mo._wuumn ueseqnquad uep isepinyy sasoid sninBuaw
FUN Iorepinyy 1edwa) ¢ eyBuebuaws yejal gyny n1t Buidwesip 'gggl smisnBy ||
|ebbuel yelas jiyaye Ipelusw yeja Isepinyl| uep ueregnquad uep ‘uoyouna| ueeyesniad
ISEpINIjaw uep ueieqnguiaw ymun uexsninwaw Bued(,54ny.) weyes BueBawad
wawn ledey ueyeseBBuajsAuaw uoyousa) 868L linr zZ (eBBuey eped emyeg

s 2 - *{z-d mang)
(a1geAed pue anp) YiBeup j1edep uep odway ymel yeja1 Gued (ure) eAzig-2Aeiq uep
2puep ‘ebung jynsewual) Bu einyisl yejwnlyninias seje (Ajlgeo0aau) pue zmco_xucouca
llaquuay ylieup ledep ye) GueA uep jeieds eduey ueuiwe| ueyuagwaw uoyowsay euew
weyep. ‘f.ueeyesniay ueulwer, ingasip eAuinluejas) gggL lunr g |e66uey asjueseng
$@anen uebuap ueyingip euvewrebeqas uoyowad liep ueeyesniad ueBunBBbueuad

nele UsuWel ewUaUSW W] 0g Ingasia) P31y seujise; uepaquad sele emyeg

{L-d 4nQ) (,11pay ueifueliad,) ingasip uebue) yemeqip esesas 1enqip BueA
uenieyequad nele / uep eAuueBuefuedsad nele/uep ueyeqniad ynin|as epasaq ingasia)
ueflGelsad eAuinfuejas ynun) 8661 lunr 60 (eB6ue (Juawaaiby Ueo7 01 UaWapueWYy)
uelieluid veifuelzad depeyia) ueyeqnuad uebuap uexnye)p Jlyyessy ueyeqniad uep yegn
-Ip-ey ederaqaq yeja) Bues '¥B6L IINr | |eB6uey luawaaiby ueoq we|ep nxngJal euvew
-lebegas (.11paiy seyisey, Ingasip eAuiniuejas) {1e3113g exuawy Jejog nqu ynind yniny
sniesedwa eynl nies 1000°0L¥'L SSN WnWwisyeWw 1B53Qas (LN 1 0g. 1nqasip eAuIniue|as)
eindebuig Bueqes ‘p1y IYsIgnsiN 0Ay0) jueg uep ypass Aupaey wia-uoygpapuad
ejbuel upasy senpise; ynuaq Wwejep uvewefuid ewauaw yejay yoyowus| emyeg

; - Iiep-|ijep seie eAuyosod eped ‘iesng eueyer ebeiy uejipebuay
uebuepisiad Exnwip Jjed veuoyowiad ueynlebusw yejay uoyoway 1ebegas isesey
uoyoway Bueseyas emyeq eledusa) INqasial leins-leins yep esmyeq Buequuuay

{91 NYIIQW¥3d YRIVA - 91

) © ‘uein:yBuesiaq Bued jeins-yesns =11 [UTET7T]

Ingesia) Bunby yewexyepy

P L {langaq / uoyousa)
ninyep) ,i1sesey uoyouua) , 1ebeqas ‘g1 43qoXQ 6L |ebBuel Buisew-Buisew
SNSNUYY eseny jeins uexJesepsaq ‘0SsZL eHeNer Gy AEY UBWIIPNS “puar ugjep
iBWe|BIaq ‘Ueyay R Jepueusny esesebuay g 1B40ADY Jojuey Lep eledeBuay
"HS "IPeyous| ausans| Ajjayy uep snwi| BUBYE[ SEN O|Ng L'9/|| eJenny nieg
UBjer ipieweleiaq ‘uexay g "HS ibuelowig 4 Pieuoa eiecebuay g 1e0Apy
Jouey uep ejeveBuad "Hg Ubuesows ‘p dejuewnsg epeday eAueseny yajo
HIEMIP UL jey wejep OEGLL BURYEL “yniap uogay LZ'oN ueBuenfiag edey °jr
‘9 |e1UB| BYRID BNISES I UBANPNPaAYIag JINOY1I313 OQNINNONYE 9™ "Ld

uemefaw

[imitpassyuoyoway ninyep) 1sesey uoyowad, |ebeqas gg5L 19qo1Q ¥
|e6Buel snsnyy eseny jeins UBYIBSEDIaq "06LZL BUEYE BG ARY UBLLIIPNS "pUS[
ueler 'z ielue ‘ebeiy eyelg ip jeweeiag ‘siauied g Jeyeg ;ojuey Liep Wnyny
leyaseuad esed W77 "HS “Teyeg 1unAyeps uep "Hg ‘ofel) ungquwey eAueseny
Y30 ljemIp 1Ul |eY Wejep uele|as BUBNE[ £G-7G ABY uewipns puap uejer gl
lewue Buipjing abueyax3 yooig EHENEr 1P UBNNPNPAISY INI ‘DINOYLITII 'O

: uep ueyjieday erexiad wejep
n4113q [eBeqas uesmind 1quieBuaw yeja 1sesey 1exBun wejep eBeru elexiad eSyLBWa

- ONNOY. HYWVAHVW . -

‘ . " .v...r-.., o .0 = - T
¥S3 VHYW ONVA NYNVHNLIN NYNHYSYQU3d NYTIaVIX IW3a .
866L/N/Y 20 "ON
NVYSNLind

-~ [ oNnoY HYWWIHVYW |

‘eAuwnyny eseny euas Jolepinyi eied Loyoway eseny yajo
Ipeyip uep inqasia) ebeiy ueppebuayg eped uebBuag esauued ‘HS LLNLSYIANYHSI
val "H 43]0 nueqip "e1066uy wiyey Suisew-Buisew 4§ *ONOAHYIL uep
HS ‘4Sv8 NYSVH 1Buidwepip ueBuap ggsL J2qowyQ £ [eBbue) ‘ngey ey eped wnwn
ANun exngiay bued uebuepisiad wejep ueydeanip Ingasial eniay yajo euew uesninday
'e1066uy wixey ebeqas Buisew-Buisew ‘Hg ‘'ONOAHYIL “HS ‘IHSVE NVSYH

'stialey emay 1e6eqas "HS ‘NYINMINYNYN [LSIHN "HO "AN Y310 gs6L JaqowQ £
leB6uel ngey ey eped sijalely ueleiemedsnuuiad jedes wejep smindip ueyiwag

. . . fuoyoway epeday eieyiad eAeiq ueyuegaquiapy S
. . ‘Uoyowag ueuoyowiag xm_o_._.“:_a =

T ITIOYONIW. -

NYIIQV3d NYQve NvSnInd



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

5L - £91 NYIGWRI3 YRIVA

pexynuag Bueh eBiay Yeyid ueBunuaday 1Bunpulaw wejfep BunuadeBues ‘| 4 NN zeAe
8iL |esed wejep uexseBaip euewieBeqes ‘14NN | eAe gL |esed wejep ueqilemay
-ueqifemay ~eusindwas wnjaq Yisew Ingasial ueseqnquwad wnyny eiedas eyew
‘orepiny| esed yajo Ingasial | jeAe gi | |esed weep uzyniuaup euewiebeqas ueqgiiemay
-ueqilemay eAuueyeuesye|ip xepn uebuaq 'Buepun-6uepun ueiuabuad ueBusp uejelas
%epn ‘Jeqnq ainl ap eledas |sesey UOYOWIa) emyeq aioe) xapnl uejndwisay ‘ewepag

‘eBnay yeyid |6eq nyeuag yepn ueclassad eAwegng exew 1dNn ziede gLy
|€sed ueyesepsaq exew ‘Ingasial | 1ede gL | [esed inJnuaw ueyqilemip BueA uelengiad
-Wejenqsad ueynyejaw yeusad yepll ISESEY UOYOWIA] Buaiey emyeq ‘eAuwnjagas
ugBuequiuad uebuap ueBuejuauag onb e uesnind wejep anoey xapn| Lep ue|ndwisay

) ‘Uauap epeday ueynyeluaquapy p
‘ueiiey Jeqgey JeJns (enp) z wejep usywnwnBuay 2
- . leisauopuy
yighday ereBay ueiequia welep ueNWNWNIP yNun ueuoyouuad uexnfebuay °q
.M&:: LZ |esed uebuap pnsyewip suewiebeqgas Jeyep wejep ueyRYEpUS B
- Iymun
CIAAN 1L 1ede giL |esed wejep smetp euewieBeqss ‘eAuueqilemay uexnye|aw
yepyad yepy uebuepisiad 1p 1yngss) ‘Jolepinyy Buelo (ledwa) ¢ Yajo [Iyemip
Iuijey welep BueA ‘|sesey uoYOULI3) BUSIEY 'UBNQEGASIP Ul [BH "UBNLI|2YaY NIENS
uByedniaw yejepe 008} 3p L28IIS ueyng ‘a:nf ap jepsiaq Ingasia) uelseqnquad
ugp- ‘leqng ye[a) Isesey uoyowsa] emyeq wnyny ueBuequiuad sesep seje
Isesey uoyowad Lep lijied ueuoyowad yejouaw BueA anoey xapnf uesnind emyeg L
- it = Y s : yejet eAuyoyod eped 1nqasia) eAulsesey LowaLW weep
Isesey uoyowad yajo ueynlelp Sued uejesagay-umeiagqey emyeq ‘Buequuuapyy &

; . . ‘ewap ledep |ewW.o) INGasia) 1Sesey ueuoyoLuiad
nyi euasey ysjo eyew ‘Buepun-Buepun wejep ueymuayp Bued esed uebuap uep
npem BueBBual wejep ueynielp ewesyas uebuap ueme) yeyid epeday ueynyeiuaqip
r.&w.._ eAuuese|e-uese|e euasaq onb e isesey ueuoyouwusd emyeq ‘Buequuiuay

‘8661 JaqoviQ 0z |1eB6ue) 1esng euexer ebeiy cm__ummcmm c‘mm._u:cmamw_.u
ewiia)p Bued isesey owaw enuUoY Ueynlelp ‘UOYOWI3] njnyep isesey LUoyoway Lep

Isesey Jowsw ueulles uep isesey Uueuoyowad ueuljes ueyiedwesip ye|al ggsL 4aqom0
g(([865ue1 eped BueA uoyowad ninyep 1sesey uoyowa) ysjo Ny ye|21as emyeq

o A iy ‘eBnl my uey epedesng eueyer ebely uejipebuag

ueeiauueday 1p ewsalp BueA ueseje-uesele 1enwaw Buek 1sesey powaw yajo
1g113s1p euew ueuoyowiad esng eeyer eBery uejipeBuay eieyag 2J3JIUR4 Yya)0lengip
BueA 1 Sd'IM FVOVIN'NA/BEEL/LINIVA/SYA/Y0'ON ISesey ueuoyounsad apye Lep eieAusal
euewiebeqgas gesl JaqowyQ g1 (eB6uUE) eped uesy eiedas jsesey ueuoyow.ad ueyniep
8661 1890MQ v1 [eBBue) snsnyy eseny 1eins uexieseplaq eAueseny useseluesad ueBuap
uoyowad yajo eAudepeyial ueipnwiay ‘gssL Jaqoni £ (eBBuel eped uoyoway epeday
ueynyelaqip inqasJtal jesnd eueyer ebely uepipebuag uesnind yepnsas emyeg

L.uoyoway epeday esexsad eAelq ueyueqaquuap, -

f : "I, Uoyowag ueuoyouliag yejoualy, -

; ¥ f1nyuiaq (eBeqas 1Aungiaq eAusewe Bueh | SAINIAVYOVIN'NG

/866L/1111¥d/90 "ON 8651 JaqoWQ L |eB6uel uesmind nyeA ‘uesnind Iquebuaw yejay
1esnd eneyer eped eSein ueipebuad ingasiallied uveuoyouwniad depeylal emyeg

L1 NYTIQVRI3d YRIVA - 81

. ‘esexsad edeiq sedequaw ynun uoyowwiay wnynyBuay ‘v

y e ‘Hlied ueepeay Wejep epesaqg uoyow.a] BlUR|aS
njied ueedeyay euey yningas snunbuaw yniun Joleny iebegas ‘2issuopu) jliqnday
uewyeyay uawauedaq eped Jeyepia) yejal Bued snunBuay uep Joiesny ‘YYAHOV
B NIHYM Wnany Jouey 1ep J3INVG AYVNTI WVINTIM 1edeg 1exbuebuap E
, © Aured NOHOWHIL eayeq ueseleAusy  z
3 ‘eAuynin|as NOHOW3d usuoyousiad ueyingeBuapyy -y
ymun ueuayiaqlesng euexer iabap uejipeBuay eped ebeiy uejpebuay
epeday UOYOWaWI ISESEY UOYOWa eXew Selelp JNgas.a) uelesn uexiesepiaq emyeg

2 ) ‘uoyowsad epeday uoyowwal Bueiny eAuueysedeqip yepn ueyiIngip
vl ey wejep BueA yiBenp jedep uep odway yniel yejay Buea Sueiny mies eAunyipas
JeAequiaw xepn (1) JNUpasy Yiga| nee enp pjwaw (i) iMuigsp yejepe uoyow.a)
euew wejep iynuadial yeja; ‘ueljieday Buepun-Buepun seje ueyegniad Buejuay
8661.unuel | ‘oN Buepun-Buepun nuebbusy yejuaway uesnieiay uebuap yegnip
yetey uelnjieday Buejua Buepun-Buepun | 1ede | |esed wejep imep euewiebeqas
uelljieday ueuoyow.ad ymun 1eseAs-leleAs ‘seleip Blyej-Blxe) UuBYIBSeDIaqg BMYyEY

9SL1 06T ($9) !llwisde) uep g6ZL L6Z (S9) :uod|al "0z /681
asodebuig 1sap Aepp 218D peoy yoeag QgL Ip lewejeiaq eindeBulg jueg ueleyuep
8seyd ay| tullees eped (g-4 ynq) uoyowal ysjo Infnasip uep ewwuayp yela11ngasial
1paJy selljise} 1eseds-leseAs uep uenjuaiay BueA eindebuis ueneyuew aseyn ayy’
Hep gest unr | |e6Bue) 11pasy selijise) ueiemeuad Jeins uBNJBSEPIaq (IBXSS BYIBWY
Jejog nqis ewn ynind ewy snies Bnp) 000'SSZ $SN Jesagas eindeBuig ‘ueneyuepy
asey) ayy epeday Bueiny | 1iwaw mm:._:o.corfﬂ ‘uoyowsd epeday ulejas emyeg.

© LTl leAuBueing ueqifemay-ueqifesay JeAequiaw ndwew yepn
ueepeay wWejep yepns uoyowus) ebBuiyas ‘uoyowad epeday uexledeqip wnjaq ebeiy
uejipebuay epeday ueynlelp ju1 ueuoyowiad 1eins |e66ue) uebuap redwes yiGenp 1edep
uep odwsa) yniel yeja3 bueA ‘voyowad epeday uoyowsay Sueiny-Bueiny emyeg

‘(L-d nq) (1eyL13g eyuawy Jejoq 1edwsa ynnd ynim eweoy jedws ynind enp
sn1es ewl| ngu ynind uejiquwas snies ledwa 2in nies) ?L'v2S'06%°L SSN Jesagas yejwn(
Amun uoyowad epeday JeAequuall ¥NIUN UOYOLLIA) INJUNUILW BLIBS uoyouwlsal epeday
ueyiBel yey iyiwa uoyowad eAueualey yajo (1) uep (1eyuag eyuaWY Jelog 1edwa
ynind ynim eweoy tedws ynind enp snes ewi| nqu-ynjnd uepiquwias snjes jedwa ein(
Mes) v £'¥2S "06¥°L $SN Jesaqas yejepe uoyow.al depeysas udgowad ueimuny ynin|as
ebiBulyas (1eyuag eyuswy sejog ynim ynind ebn ewoy enp ynind weua snied enp nqu
ynindas) /£'z79Z'0L $SSN 2310y yeleq Jojuey epeday uejsedeqip Bued yeled yequielp
(ieyuag exuawy Jejog ynini ynind ebn ewoy enp ynjnd weua sniey enp nqu ynjnd
uede|ap snies jedwsa einl mes) /£'792'08%°L $5N 4e599as W 1 0F epeday uoyownay Bueiny
ueqi(emay yninjas seAequuiaw yejal uoyowad emuyeq uoyouway epeday ueynyeIaqLuaw
(1) 1suaq yeja1 Bued gggL snisnBy gz (eBBuel uoyowla) epeday jeins ueywibuaw
uoyalwad INgasial wN¥NY UBNIUBLaY-UBMUSIAY Ueyleseplag IPdHNN 6£81 |esed wejep
ugyniualp euewiebeqas ‘W10g epeday uoyowad ueynye|ip yeyal buek uesedequad
llequiay inmunuaw yeysaq uoyowsad eAueualey ya|o uep (,IpdH ni.) elepiagd wnyny
Buepun-Buepun gewuy oyl |esed ueniuaiay wejep Jnjeip euewiebeqas ‘uoyowuad
epeday yijesaq wnyny jwap uoyowsa) :nipasy ieBeqas W.L108 ¥ey yninjas exew ‘A 109
epeday uoyowsad ya|o uoyowial Bueiny uveqilemay ueieAequiad uebuap emyeg

NYIQvd3d NYQvd NvSnind



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LZ - L91 NYIQYRI3d YIIVA

i uByeuesyelaw sniey dels) sesey uoyouua| emyeq

Isesey uoyoway 1ut jey weep

AnNSewa) ‘ebnay yeyd 1eyiBuaw wnjaq ueleqnquwad uep Iynuadia) wnjaq ainf ap esesas
ugpiasiad uesegnquad 'y JNnQ wejep jwey ueresn 1eNsag "ueleday mcmuc:-mcmnca

undisaw emyeq vexndwisip eAueiry jedep 'sejeip Isesey uoyoway uerein uexyiesepiag

d o5 A I J01epinyy| esed yao (iyemip
ISESEY UdyowIa) emyeq ueyeleAup Ye|si onb e uesnind weep aney xapnlyajo u jey
LdN € 1eAe oz [esed wejep ueysebajip euewiebegas ‘uejipeBuay 1p eseysad wejep
¥eyd ipefluaw jedep Jolepiny!| ya|o ijiyemip Ut[BY Welep ‘ueocsasiad ‘ebiay Neyid uep

15

uelun Jedepua) ejiqede ‘n1 euarey yajg ‘sejeqsa) Sued ueiuabuad wejep undiysaw
‘lLnpuas 2Auwnyny uerenquad uenye|aw jedep dejay ueosassad "Isepinyi) sasoud wejeq
Tt . eAupgpup

Gued ueeAexyay euey Jep. yes Bued yijnwad ueyedniaw delsy yisew

ebnl seqng

mcmi..cmo.“wmhonxw>::mm>§mv_ eley depeyia) (LdNn z ede zzy lesed) Jolepiny)) 16eq

e|nd-nye|iaq syang 1Beq nyejrsq BueA

uesemeBuad uep qeme| BunBBue; ‘ueqilemay

‘Bukuamam ‘uenusyiagquwad ‘m._ﬂcmrcwm uenuaysaquad ‘ueieyBbuebuad ey wejep

M 2uaiey Y310 0iepiny yajo yile pqiueip UEI31 is%¥211q 1ep Bueusmam uep sebny

BUBMID ‘Uroiasiad uesninBuad iey wejep ledepiay m>:cm.:m:umm:cn_

‘1sBunyaq deje;

fmnwwm.., ‘lesep ueseBBue uep SdNy Anseunay ‘wnyny uepeq Yyenqgas iebeqas ueosassad

JesepieyBuciod emyeq ueyindwisip 1edep

1y -SdNy yajo eAugeme| BunBb6ue; uep ueyseqaqip Jolepinyy ey eped
1edUIES nyepaq dealiiyyesaq ueosasiad jees eped nyejiaq Bued eAuueyeqniad
ejefias. ueBuap ueosasiad leseg veseBbuy "Isepinxy| sasoud, wejep ewejag,

e LI PR CrdLrlemyeq ueyingaAuaw Bued ‘1dNn L 1eAe gL jesed
¥ nuad ur uejeosiad ‘sejaliadwawy

vepeqiebeqas eAusniers ueBuejiyay yejel ;sesey Uoyow. exew ‘sesey uoyouw,a)

eAuueiieqnqip uebuap emyeq sefa) eieoas uexisexipuibusw u_m_u.: onb e uesning

e p £ uenjeday Buepun-Buepun yajo
pnsyeunp eueunebeqas inugap Yelepe teqnq yejay Bued ueosasiad yexede (1)’
) ol Uep ’ ; wnyny uepeq
iebeqas eAusnje;s uebuejiyay yejay iNgasial ueosasiad snewojo 2JB33S BXYRLU
‘Isepinyl| sasoud wieiep Buepas uep ‘legng yejal BueA ueosasiad niens yeyede (1)
: . d i *NueA ‘isesey uoyowad

Ul 14NN wep uesejalusd ueyiesepiag

——

{91 NVUQW3d VRIVA - 02

) . 'sibo| yepn uep jeda; A2pn yejepe
ldnn L 12Ae 51 jesed Uenlualay ueysesepiaq Isesey uoyowad uep yjied uveuoyowad
Fefousw snoey xapn! wnyny uebuequuiiad exew ‘seielp uesejaluad ueyiesepiag

1 ) ‘ulisesey Lowaw wejep eAuinfuejas inng-ing uep | anng
wejep.ueyeynwayip yejs) Bued, ueseje-uese|e ueBuap eAusnsniyy ‘Isesey uoyouwa)
ueng ‘isesey uoyowad yejepe Jnqasiay wn¥ny uelengsad ueynyejaw Suek jeyid euasey
Isesey uoyowsad Lep jijied veuoyounsd yejousw ynun niijay yejepe unwep ‘jsesey
uoyouual yerepe yjied ueyeleAuaw Amun veuoyowuad ueynleSuaw Bued ey wejep
uexnyeaqip 1eda) yejepe 1ngasiay anoey xapnl ys(o | 1ede gt 1esed uedesauad ‘ny
BUaJtey Ya|Q 'jmye ieyisiaq BueA ueosassad Hep ueienqiad ueyedmuaw wnyny uejenquad
ueuabuay ; eAwnupasy uep ueejulwiad uexsesepiaq uexiiedip Jedep yepn Jegng
BueA ueosasiad e¥eW Ingasia) uesejequiad desep seie yeyede ‘yejepe 2Auue|eosiay

: . ‘eAuuesdeyay uesasaquad eAedn

. *_ "BAwnupasy ered epeday
uelredequad ueynyejaw ANSeWd) ‘I dgnn Z ieAe gL | |esed UBNiuajaxy ueylesepiaq
uexnjualp eAuiniue|as 1ngasss) ueosasiad Y310 uexnyeip Sued wnxny uelenqgiad
-uelenquag ".i1sepinyy sasosd Wwejep ueedeyay ueysasaquiaw AMun ueynuadip
l[enday ‘wnyny uelengiad uexnyejaw jedep yepn ueosassad e)ew Jeqnq ueolasiad
1By wejep, emyeq ueyejeAuaw ‘Ingastal’| jeAe g|| |esed weiep uenjualay

Al “Hjted ueyeleAuip ymun («SdNY. Ingasip eAuinfue|as) weyeg
BueBaway wnwn iedey yajo ueyegngip ye|a1 BueA ueousasiad eAuledep xepn
ueBusp Ingasial | jede 6LL |esed uemualay Liep is; eAuuEyEy BdR ueyse|afuaw
AepN anoey xapnl Ingasiay 1 4nn | 1ede 6LL |esed wejep uenuajay ueydesausiw y
wejeq ‘luj ueyjiedsy ueeleAusad ueuoyounad yejouaw ynun wnyny sesep iefeqas
1dNN | 1ede gLy jesed wejep uemuaiay ueydesauaw yejs) anoe; Xapnremyeg -z

‘Ingastal insun-insun yninjas:

l4nuawaw yeja) nynqsal isesey uoyoway emyeq uexeieAuaw yejal sejaf esesas onb e

uesmnd ‘isesey uoyowad Hep uejireday ueeledusad Ueuoyowsad eseysad Buepis
Wwejep uerpnquwad ueBuap uebungnyasg ‘iynuadia; yejai ueyljieday mcnuca-mcmucj L
1eAe | |esed we|ep insun-insun ejiqede uexyinqexip sniey ingasiay Isesey uoyowsad uep
ueUOyowLay 1jied ueeieAulp ymun (1sesey uoyowad B|epe tul jey wielep) eAuinypaiy
Ysjo uexejuiwip jedep isesey uoyowJar depeysal (,ueljieday Buepuny-Buepup, ngasip
eAuinfuejas ymun) ueljieday Buepun-Guepup sele ueyeqniad Buejual ggsy unye; ¥ 'ON
Buepun-Buepun ueBuasp yeqnip yejay euewiebeqas ‘uelljedsy Buejuay Buepupn-Buepun
1 jeAe | |esed uexlesepiaq exew nliqap ueyedniaw iSesey uoyowus) eyl euasey
unugap iebeqas jted veejeAusad ueuoyoussad Wwejep wnyny yalgns ipeluaw edep deya;
ISesey uoyouna nu eualey ya|Q “Buejy wnjaq yisew wnmyny uepeq iebegas jsesey
uoyowia uexnpnpay ‘I 4nn. 1 1ede 6LL [esed wejep ueynfunyip euewuiebeqas ‘eBnay

- ‘ebnay u__m:._,o. epeday juyaja _Um._c.mE.E:_ma cm_u..._:ucum isesey
uoyouua| uip wejepay; jeyibuaw nueq ingasial g4ny uesmnd injejsw 131p uexieqnquiaw
AMiun jsesey uoyowus) uesminday ‘14NN z 1eAe g| | |esed ueBuap iensas ‘enpay

ENp seyeqip yepn onb e uesnynd wejeq ‘sejal Bued wnxyny uebuequiuad ueyag, | ... ! ; ) a8 T ynyaje winjeg wnyny esesas ueosasiad
-Wwaw yepn uep ning-ningsay xedwe) onb e uesnind wejep aldey xapny emyeg .m_ & ueleqnquiad eyewi yngasiay cmn_%mimxhcmn_._mimx sz::mc._m..a mneﬂ 2Auyaja uep "yieq
K _ .
B e . 8 s =
¢ NYIAYI3d NVYavg Nysnind

!
;



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Sl S

L =

. BZ- {91 NVTIQVU3d YIUVA

'B661 snisnby || |e66ue) epad jnyaja NXepiaq ni Isepinyi| emyeg

: : ..n.__cc.;om_m oputunBueg "9 4 1sepinyIaw yejay neje
JEGNQ Lip ueyelzAuaw ye|al HS '1|BZRD [BPJY W SUEBION lenqip SueA 1edey yejesiy

uepiesepiaq gegl ||nr LZ 1eB6uel eped |ese uoyowsa)isesey uoyowa] emyeg
anyiiaq iebeqas ugndwisayiaq Sunby yewexye eduiniuejas emyeq ‘Suzquiuagy

‘wnny ueydesauaw yejes yepn ebey uefipebuay

/noey ,xu_u..__ m.c.m:wx :St.n:ua__u iedep yepu 1l uejelagay-ueieiagay emyeg

'y pe uep ‘g pe "z pe ’| pe 1sesey uejesaqay teuabuayy

: Buequiuapy

‘semeBuag wiyey uesemeBuad yemeqp Jojeiny

nyeA .Snwﬂm:o“mu_aE esed uep sebni-sebni yie jquebuaw uexe Bued yuapuad
“2pul BueA ebn a3y yeyd jedepial ueye eAuinipasy esed epeday eAuueqgiiesmay
deyevesye|aw wejep ‘ebely ueppebuay yajo BunsbBue| 1semelp uep sejal yiga)
261 ay yeyrd epeday ueseAequad inpasoid uejas ‘eualey ‘1sejelp ledep 1w nsed
Aeph eqias SueA ueepeay ueljieday inj2jaw uebuap emyeq ledepuadiaq isesey
Doyowad ‘ny euasey ya)Q "1Bunpuijial 3epn ipeluaw Jnypasy esed veBunuaday
Ueninemeyxnip exew nie-inielag ueyselqip i uelised yepnay ueepeay eqedy
. : d ‘Isepinyi| sasosd ueBuap
Hebunqnyas exsiaw esejuelp Snsuasuoy redesuaty yniun uensay eAujnquin
“beyqeqakusw 1o01epiny) esed uep it weyes GueBawad esed eiejuelp vey;sijasiay
> o ‘1e307 s uebunuaday epeday ueybuny
-UnBuaw BueAisisod ueyuagwaw ye|al deB6uerp uep “esep uesebbue uenlualay
“JgbBuejaw BueA ueiengiad _mmmamm, Buise enjw yajo yidip Buei Jo01epinyij z
“Uyajo deBBueip ‘(1sesex uoyoULIal Anpyaa1p [fem ieBegas jeqeluaw yisew uexnye)ip
.ewﬁmm._ﬁ uejepuy jees eped) eipuey) Jspuexaly uenj ‘Lep uexepun eAuepe
Uebuap yeounwauw uryewas Inqas.al Wweyes SueBawead eled BIBJURID UBYISI|aSIa4
o SR ‘Isesey uoyouwal Lep weyes uebswad eied ejeluelp ueyyeoad .
~91 Jepn BueA ueyisijasiad eAuepe ysjo ISepue|ip Isesey uoOyoLwa) ueosasiad
ASEpINyjaw uep ueyseqnquiaw Xniun s4ny uesninday J01epinyl| esed uep
Sebny ueeuesye|ad eped sequiBuaw BunsBue| ueye eAuyniebuad exew ‘weyes
BueBawad eseiuerp ueyisyasiad 1pelia) ejigede exew ‘yngasial Isesey uoyow.Ja)
Jgiepinyy isisodwoy uebuag “enseg yoequa uep eipuey) espuexa|y yiwaw Buei
_m‘.ﬂmxo_ eALW,, INGasip eAuinfueas ymun) {weyes g7g°| tep BueBawad eAuenpay)
“B4ISES 2UIN UIISLIY BLIAS BIISES UBLUYRY UBP ! aAy In8 Buoy uep Bung uemy aer
.ﬂ.%EuE BueA (,Buisy ey, Ingasip eAuinfue|ss) (weyes 71g°| Lep bueBawad)
“au| dtuouaa|3 ‘97 mieA ‘weyes Buebawad Buisew yajo Buequnas esesss

ﬂ&,?u ingasial Jorepinyy 1edwasy "aky 1ng Suoy uep enseg yoequaT ‘espueyn
.m.%cmxm:w "Bung uemy ser yejepe ingasia Jolepiny)| eiey £-d 11yng) £6Z erqe
Tenuuay euewiebeqas gesl 1nr £Z |1e66uel eped g4y yajo 1eyBueip Joepinyy) esey

il "HS 1nBuesowns ‘i dejuewng 13 "HS Unybuesowig y
PJBUOAT wnyny jeyaseuad yajo 1j1yemip Bueh ‘enseg yaequa7 uep eipuey)
Japuexa|y niled ‘2o1epinyi| (enp) z eAuey eAuliyie eped Bued ‘Isesey uoyouwlad uep
uelljieday ueeleAusad ueuoyounad Buepis wejep ISESeY UOyOowIa) [|Iyemaw ueye
BueA wnyny 1eyaseuad Buesoas memcmm:mE. wejep ewesiaq eseoas uesminday
llquebuaw ynun ndwew yepn ueyyeq Jolepinyl eied *( onb eruesmind / "jey ¢z
gaulie} eAunsaw euewiebeqgas vejeliaq yepy yeja) ISESEY UOYOWJ3] Luep 1sepinyy
5950.d emyeq sejal eiesas ueysequebBuaw 4e|a1 ande} xapnp uesning emyeg

g

L1 NV QY3 VIRIVA - T2,

‘uabau ._w.:_ uep wejep tmu 40153Aut eled ueeleosaday ueyynqwnuaw

Amun yeuswad ededn depeyss) jnebau jeBues Buei yedwep pyjwaw ledep
Ul [eY "ewuallp isesey uoyowad Wep uejieday uevoyowad uexejouad ejqedy
= pyls & © lededsa) yeusad ueye 3epn pefuaw ‘wnyny

uelyisedaysaq uep uaisys “edas BunsBuepaq 1edep glSauopu) i1p ueeyesniad
yeAueq uep Bueiny ueiesajaAuad yejesew ueljieday sasoid injejaw jebe ‘ueyy
-teday Buepun-Buepupn ueyeqniad Lep pnsyew uejxiwap ueuaq 1niegjniepag
ipelusw uexe Jnugap 1s lep ueqilemay ueiesajaAuad sasosd eAulequry 14NN
0Z1 |esed wejep imeip euewrebeqas ‘uabau uejipeBuay epeday uejebnb ueyn/
-ebuaw ueBuap yejepe ‘lolepinyi| yajo yejoup eAuueyibe; ey wejep inupasy esed
16eq eipasia) Buek wnyny sasoud eAunies-mes ‘Ingasiay u2epeay wejeq ‘uipuas
weyes Buebswad uepyemsad nele/ uep isyalp yejepe 1eyBueip Buea Jolepinyy
‘ingasial 54Ny uesnminday Wereq "isepinyi|ip eAuueeieyay BUIRY yninjas uep
ueyJeqngip ueosasiad seBe uexsninwaw Buek Sdny ueyepeBuawu tedep inqasiay
weyes Buebawad esed B3BW 'Bwlalp onb e uesnind ejiqgede ‘ueryiwap |ey
wejeq ‘Bueinid Bueiny ueifueltad-uejfueliad undnew wnyny sebBuejaw siedsas
eAusninBuad eied neje uep weyes GueBawsd ueBunuaday ynmun ueyeunbiadip
ingasiajueweluid uep 1edepip GueA Buen UBIpNWaY ‘eAwinupany eaed epeday Jesaq
BueA yejwnl wejep Bueiny pjiwaw Gued ‘miqap Buesoas ejgede ueyBueldeqip
ledeq ju1 1ees eissuopu epuejaw BueA 1wouoya sisuy Isenis wejep yiqajia)
‘eAuinipasy esed epeday eAuueqifemay wepuiyBusw ymun uesepue| 1ebegas U
uesninday ueyjeejuewaw jedep Aning pexnuiaq Bued inuqap esed eyew ‘BLULIBIP
iNgasial ueyejouad uesninday epgedy IBA8S BLWES Wnyny Jesep mjiwaw yepn
onb e uesnind wejep anoey xapnl yajo ueyeynwayip Bued ueseje-ueseje emyeg

- s

.mmm_zpcm_.mvmmmmm, mv.mmwu.‘.._mmmmx Uoyow.a) depeyiay ueypieday

ueuoyowuad ueynfeSuaw xnjun Isesey uoyowad lep jyey uejsndeybuaw
ledep SueA ueiniesad epe Xepil eAuueeieAuay eped Ul yejesewy wejep euaiey
‘venjreday mcmvca-mcmnca uexeseplaq wnyny sasoid injejaw niied 'eisaucpuy
ueBuepun-Suepunsad ueiniesad Y310 uexeipasip BueA ‘uie; BueA wnyny sasoid
iN|ejaw 1sesey uoyoway depeysal wnyny uexepui nens ueynyejaw ejnd jedep
Isesey voyowad unwep "LdNn £1eAe gz| jesed wejep uexdejaup BueA inpasosd
anyiBuaw ueBuap eAuueynyejaw jedep eAuey Isesey uoyowsad ‘1ntpasy 1ebeqas
eAuyey-yey |Bunpuijaw ANUN BMUBQ UeJISjelP Snuey yepn jozepinyl epeday
eAuueyifey uexnfefuaw BueA Isesey uoyowsad ueynjeday uenyiwap undiysapy

‘LdNN € 1eAe gz |esed wejep ueniualay uebuap iensas yBpuiLaq Isesey
utyouwsaq ‘ueryiwap uebuaq ‘(74 1ng) Isesey uoyowusy uep sojepinyy esed
epeday ueyibe) ueynleBuaw ISesey uoyowad sejaliebues uebuap ggg| Jaquwaydag
9Z |eB6ue) isesey uoyouwiag 1ep 1eins infejaw jeyepey ‘iIsesey uoyowa|
48P Jolepinyi| esed epeday uexng eAuueyibey uenleBuad ueylewejebuaw
HE|31 isesey uoyoway ye|o-ye|oas ‘uexiesaiuai sejal jut ueejeAuiay olepiny
epeday ueyibe ueynfebuaw eAusnieyas inngap epeday veyiBel pyjiwaw
Bued snupasy emyeq ueyeieAuaw onb e uesnind wejep aidey xapnr emyag

“uelijieday Suepun-Buepun .cmmcan iensas

g

ed ueyeleduip sniey isesey uoyowa|

2aeW ‘uiey BueA inupany pyjwaw 1¥nqiay ebnf 1sesey voyouwsay “sesey uoyoway

" uie[as uep ‘isesey uoyoway epeday eAuBueiny Jedequiaw yepn Bueh inugap yejepe

4Nq4al yeja) onb e uesnind wejep BueA ‘isesey uoyow.aj “selelp uelein ueyiesepiag

: . NVIQY33d NYaYaNYSg



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

T HS "LIVHIS NuLSnr
VOVIN VYVHHId NIWHOXN
IVHONIC SIHVLIUNISAHILINYG "u'e
: [H - ONNDOY HYWVYHHVIW
o Zj_oémm VIHVA epeday uexuagip
T ueUlileg yNuN 2 .

; "eurd yejaq =npay ysjo uipey:p yepn uebuap nuebbuag
elalued HS Z_QIDZ INVIHAONY AN "21060uy woey-wixey 'S W ‘HS ‘NY39VDONYd
d'HAEP HS "‘OXY¥YQ30S~uipeytp uebuap 1ngasia) Guepig enlay ya|o ga6L
JaquIgAaoN gz |eGBue) stwey tuey eped Wnwn yniun exngsal Buepis wejep ueydean ip
uep ejoBBuy wiyey-wneH ie2qas "S'W 'HS "NVIGVDONYL d'H UBp HS ‘O¥YYA30S
:Buepis enlay tefeqas Bunby yewesyew eniay ysjo ynfunup Sued epniy eniay
'HS (RLIWSYSVLYYY NIQANISVAS "W uebuap gesL saquwanoN 6L [e6Buel ‘siwey
ey E..._ma m::mﬁ. yeweyyew ueieiemeAsnuwiad jedes welep uexsnindip ueyiwag

EEnE enf m:E -'000°'000°Z "dY Jesaqas tsesey jeyBun wejep uep {yeidnu E:_ BLul|)
-'000: ‘060°s "dy Jesaqgas ebeiy uepipebuag 1ex6un wejep inqui BueA yieq ‘esexsad eAeig
enwas JeAequiaw YNun JNlIpasyy/|ese Uoyowad/isesey uoyowsd wnynybusy

11ndasial ou] 21U01123j3 "D ISESEY LOYOWA] LeP ISESEY UBUOYOWad Yejoualy

ITIAVON3IW oy

fuminyBuesiaq Bued’ Buepun mcmucz PLI3S BE6L
unyeL ‘ON :em&mmmr unye| ¥ ‘oN Buepun Buepun uep ggsL unye] y1 "oN Buepun
Suepun 0L6L c_.EE. v_. ‘oN Buepun Buepun uep |esed jesed _._S__wn.tanuE

_mmmmx 1e36un wejep E:m._ mem» undnedw ‘ebe:yy :m__nmmcwm
Em_mb yniel BueA yieq eseyiad eAelq enwas JeAequaw sniey e exew ye|ey BueA
yeyidTeBeqas Jnjipary /UOYOWad/ISESE) UOYOWSY eusiey yajo emyeq ‘uequiuapy

B[0P Ye[SNIRY ING3sSIB) DU} 2IUOIIDA|T "D ISeSeY UOYOWay Yya|o ueynielp
Bued 1sesey ueuoyownsad eyew ‘Buepun-buepun nele/uep wnyny vebuap uebueiuay
-13q g9t eieysad wejep jesng euexer ebeny ueppeBuay uesmind emyeq ejeAulal yepn
qeqaswuep gjndibe) ‘sejeip 1nqassal CmmcmnE.E.un uexyiesepiag emyeq ‘Suequiiuaiy

"lut ereyaad wejep ueyisijasiad/ue|eosiad yoyod |pefuaw Bueh ede 1euabuaw
AEPITING3SIa) ueielaqay euasey ‘uenleuaqip ledep ¥epil 1ul ueleiagay emyeg

‘9 P UEp ‘g pe uejeIaqgay leuabualy

|.au.___.mn_ ueyuoyownp jedep yepi eAueuasey _._.mv Jiyyesaq
yepns eAuwnyny uepeq snieis ISEPINYl ueepeay welep BueA ueosasiad eB6uiyas
‘8661 smisnby | |e66uel eped ueosasiad dmnuaw yMun 21w01193(3 oputunBueg 9
"1d 4nadig esed venewsy ueyiesepsaq BueA uonepinbiy uep uonn|ossip wep uenln)
ueBuap sesejas yepn yejepe wnyny uepeq lebegas iequay eAuyey-yey yajoradwaiw
1Seliqeyal INje|aw [BSe uoyowlial/isesey uoyowua] ueyurbunwoaw yisew ‘gesL
Jaqwaldag zz |e66ue) eped |ese uoyoway /1ISese) UOYOWSY /OU| 2IL0ND3|T O] yajo
Jwouna3|3 opuiunbueg ‘9T |4 depeysal ueyjieday ueuoyouwnad 1edepuadiaq Bunby
yeweyyew ‘seieip ledepuad uep ueSuequiuad ueyiesepiaq emyeq ‘Buequiuapy

L1 NVIQVA3d YRIVA - ¥Z

"Bpe ¥epi yepns 3651 snisnby (| _mmmaﬂ yelas wnyny uepeq _mmmnmm 21U01123|3
opujunbueg ‘9714 SipuUNA eledas (Luesaq Bued ‘seleqia) ueolasiag Buepun-Buepun
£lede gl 1'|esed ueBbuap ueBuelualiaq 3yepn yejepe gggL snisnBy | L je6B6ue; eped
a3 nxesaq isepinyy uep gesl N Lz |e66uel eped ueosesiad uesegnquayg 2
. : ‘(selequa) ueosasiag Buepun-Guepun
£ 1eAe g1 | |esed) |ese Uoyowad/isesey uoyoway ejnd ynsewsal tur eseysad
wejep Joiepinyl geme| BunBBuel ipeluaw Busiuas GunBBue) etesas exew ‘serequa) -
ueosasiagd Buepn-Buepun | 1eAe gL | |esed ueeuesyejad ueieejay 1edepia) enq g

"21U012313 opuiunbueg 9 'Ld ISepiny| eped 1ex1521 XEPl [BSE UOYOWad/ISesey
uoyowag ueyibniaw Bued wnyny uele|e|ay eAuepe ueyeleAuip ledep yepy exew
‘Jorepinyi] yajo | 1ede gi| (esed eAuiynuadip yepn nele ueGuap eBBuiyas Joepiny
1eBeqgas e|nd ynfunyip |ese uoyowad/isesey uoyowad yeyid uep Jpey 1nin) |ese
uoyowag/isesey UOYowad 21uonaa|3 opuiunbueg ' | 4 ueseqnquuad lees epeyq ‘e

1inyisaq 1ebeqgss ueseje
uebBuap “inied yepn sipunA eiedas Bunby zmc.._mxr_ms_ nunuaw ‘winyny ¥aAqns neie
wnyny uepeq ueyedniaw yisew ueosasiad eLas [eSe LOYOWaY/iIsese)y uoyoway 1beq
nxepaq yepn ueodasiad ueseqnquad eAueuasey uep |ese uoyowad/isesey uoyowad
ueyiBruaw jeBues Jolepinyl Y23|0 14NN L ieAe gL | [esed inunuaw ueqifemay ueyeuese]ip
Fepn ueyeizAuaw Bued |ese uoyowad isesey uoyowa4 uese|e emyeq ‘Buequuiualy -

‘8661 Jaquwaldag g [eBBuel Jiyyeiag Uee NJBQ |BSE LOYOULIA) fisese)y uoyowia]
ueeyesniag ueBunuaday jynjun |Bse uoyowad/isesey uoyoway tiep uebunbbue]
nele ueurwel c.mxmcmnmm ‘8661 smisnBy gL |eB6ue; eped W1 0g epeday a1uoJl09|3
oputunBueg "9 * T'Ld 1sepinyl eAuepe Bueiual 1esns wubuaw ye|a1 Jo1epiny euasey
‘Iynuadial yejal w1 0g 1ul ereysad wejep Joupary depeylal :mmizuc__._m.a emyeg

_uoupary neje ebnaey yeyrd ueBunuaday uiwelusw ymun ones Bunpuebuaw
1dnn L 1eAe gL |esed ueyiesepiaq solepinyl| ueqifemay emyeq “‘Buequiuapy

‘|ese UDYOLWIa) isesEY UOYOoW.JIa) amnm..tﬂ
|ese uoyowad/isesey UOYoway %ey __umEuE yljesaq wnyny 1Wap N1 0g epeday |ese
uoyowia|/isesey Uoyowiia) ueqilemay yninjas jeqiyesaq uebuap suj awondag ‘91
Ya3|o Iseun|ip yejal ggsL smsnby gz jeB6ue; eped uep gggl snisnby gL |e66ue eped
[BSE UoYyowa/isesey uoyoway epeday ejnd ueynyeyp Inqas:a) ueytBeuad emyeg

*21u01193|3 opuiunBueg ‘97 14 epeday L£'29Z°08Y L § SN Jesagas
ueyiSeuad ueynye|sw yejsl W108g 8661 smisnby oL [e66ue) *a1u01303(3 onc_c:mcmm
ST Ud :mu ieuns epeday noeBuaw uebuap geeL smisnby || [eB6uel eped emyeg

“Uey og 1equef Buljed npjem wej2p ‘uewineyay Laluay eped uexnyelaqwapy  p
‘uepey JeqQey jesns enp wejep ueywnwnBuay 2

"BIS3UOPU|
qliqnday eseBan ewsag wejep ueywnwnip ymun ueuoyowsad ueynleBuay  °q
'selequa ueosasiay buepun-Buepun Lz (esed uebuap rensas ueieyepuad ‘e

F T UBYNXB[3W PN JOIEPINNIT emyeq

‘|ese uoyouwagdiisesey uoyoway nyejas ejnd
Aepuilaqg i uelijieday Eﬂtwa uiejep Gued uoo 00g Buey 3|0 ijIyeAIp DUl 21U04I23[T
‘91 eAuseBal uep |ese udyowad/isesey uoyowad uep eind ynsew.usa) ‘21u0123(3
opuiunbueg ‘97 -1 4 1s¥341g ynin|as ueeluiwsad sele INGasial IsepIny| emyeg

‘ NYIQV3d NVaY8 NVSNINd



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

